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KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Aim Patimah, S.Pd.I
tanggal 22 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/4869/Disdik tanggal 23 Desember 2021 Taman Kanak -
Kanak (TK) ISLAM MEDISSINA dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak (TK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Updar}g-Unda_ng Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang peru
diterbitkan 1zin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) ISLAM
MEDISSINA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Ll_ngléungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam: Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
gepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
R:?gil)b“k Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4750); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun:2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
ﬁggg)blik Indonesia Tahun 2008 Nomor.91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor{66-tahun,2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan“Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877)
Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); .

Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahu
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Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

11. Peraturan Daerah Kabu j i i
r paten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Majalengka.
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan pada Dinas Penanaman, Modal, dan_Pelayanan, Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Majalengka; ="
‘ MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usaia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak- Kanak (TK) : ISLAM MEDISSINA
: Blok Rebo RT 010 RW 006 Desa Cikijing

Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Alamat

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:
1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka;
4, Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab

Yayasan/Penyelenggara ‘

Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan
dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-

kanak (TK) akan dicabut.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Nomor 412 Tahun 2015 Tangal 15 September 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal :\Y Januari 2022
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